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BAB V 

ANALISIS PERSPEKTIF JOHN RAWLS DAN UU NO. 

1/PNPS/1965 BERDASARKAN IDE NALAR PUBLIK JOHN 

RAWLS 

 

A. Relevansi Pemikiran John Rawls terhadap Kebebasan 

Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 

Hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di dalam 

Konstitusi Republik Indonesia, kebebasan beragama ini dijunjung tinggi 

(Pasal 29 UUD 1945). Hal ini menegaskan secara tersurat maupun tersirat, 

bahwa setiap orang bebas memilih agama yang ia kehendaki, bebas 

menyatakannya di muka umum, dan bahkan untuk bebas beralih agama, 

asalkan itu dilakukan tanpa tekanan dan paksaan. Pernyataan normatif ini 

sesungguhnya memberikan jaminan bagi tegaknya sebuah negara yang 

anggota masyarakatnya sangat majemuk
1
.   

Kebebasan di Indonesia sejatinya diamini oleh banyak orang 

bahwasanya sedang mengalami kemorosotan. Tak terkecuali pada 

persoalan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh, penulis menganalisa bahwa hal ini 

terjadi disebabkan faktor-faktor yang melatarbelakanginya diantaranya: 

                                                           
1
 Komnas HAM, “Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia 2006”, 63 
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1. Masih saja terjadi kekerasan atas nama agama di berbagai daerah. 

2. Isu-isu SARA sering digunakan sebagai tunggangan politik untuk 

memobilisasi langkah beberapa elit politik di pemerintahan. Hal ini 

rentan memicu terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat. 

3. Inkonsistensi negara dalam penjaminan hak kebebasan beragama dan 

berkeyakinan di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan penegakan 

hukum. 

4. Ketidaksinambungan antara peraturan perundang-undangan yang satu 

dengan perundangan-undangan yang lain. Ambiguitas ini 

menyebabkan kerancuan dalam pengambilan keputusan di tingkat 

pengadilan. 

5. Adanya klaim “sesat menyesatkan” melalui ujaran kebencian terhadap 

suatu kelompok keagamaan. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh 

oknum-oknum elit agama untuk kepentingan kelompok tertentu. 

Korbannya juga biasanya adalah kelompok keagamaan yang tergolong 

minoritas.  

Meskipun begitu tingginya angka pelanggaran kebebasan 

beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia, namun masih tetap 

ada beberapa kemajuan. Hanya saja memang perlu pengembangan secara 

bertahap, terutama berkaitan dengan peningkatan kesadaran pemahaman 

keagamaan tentang kehidupan beragama dalam negara yang plural. 

Menurut peneliti, pemikiran nalar publik Rawls dapat memberi pijakan 

untuk menyelesaikan permasalahan di atas. 
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Pemikiran John Rawls mengenai kebebasan yang setara dalam 

berkeyakinan merupakan terobosan positif bagi keberlangsungan 

kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Rawls fokus terhadap 

bagaimana konsepnya tersebut dapat didistribusikan kepada orang-orang 

dalam berbagai posisi di masyarakat, tetapi dengan mengabaikan 

kebebasan milik mereka supaya mereka juga mendapatkan kepemilikan 

tersebut
2
. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelum-sebelumnya, 

bahwasanya John Rawls menyodorkan prinsip kebebasan yang setara 

dalam berkeyakinan. Prinsip kebebasan yang setara akan memberikan 

kesempatan berbagai prinsip apapun supaya dapat diterima dengan setara. 

Dengan dikembalikannya hak kebebasan sesuai yang ada pada 

umumnya, maka seluruh pihak dapat berpikir secara objektif untuk 

keuntungan semua orang. Begitu pula kebebasan dan kesamaan bagi 

seluruh pihak dalam masyarakat. Rawls memang menginginkan adanya 

kesamaan diantara individu-individu, namun ia juga meyakini                                                                                                    

bahwa masih tetap ada ketidaksamaan-ketidaksamaan. Untuk mengatasi 

ketidaksamaan tersebut, diperlukan upaya agar ketidaksamaan itu dapat 

menguntungkan pihak yang tidak beruntung. Tentunya tanpa merugikan 

pihak yang sudah beruntung, serta semua posisi dan jabatan terbuka untuk 

semua orang. 

Dilihat dari sudut pandang multikultural, khususnya di Indonesia 

yang sangat plural. Pemikiran Rawls terkait kebebasan yang setara dalam 

                                                           
2
 Edward W. Younkins, “John Rawls Theory of Blind Justice”, 

http://rebirthofreason.com/Articles/Younkins/John_Rawls_Theory_of_Blind_Justice.shtml, 

diakses pada 14 Juli 2016 

http://rebirthofreason.com/Articles/Younkins/John_Rawls_Theory_of_Blind_Justice.shtml
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berkeyakinan dapat memberikan solusi bagi sekte-sekte keagamaan yang 

selama ini selalu mengklaim kebenaran hanya pada golongannya. Paham-

paham semacam itu tidak akan berguna ketika prinsip kebebasan yang 

setara diterapkan. Secara otomatis sekte-sekte keagamaan akan 

mempertimbangkan kepentingan-kepentingan religius mereka agar tetap 

berjalan dengan menyetujui kebebasan yang setara ini. Berdasarkan 

analisa peneliti, peneliti memutuskan bahwasanya prinsip kebebasan yang 

setara dalam berkeyakinan cukup relevan dengan kondisi kebebasan 

beragama di Indonesia. Prinsip Rawls tersebut dapat disebut cukup relevan 

dengan iklim kehidupan beragama di Indonesia. 

Sedangkan dengan prinsip kebebasan yang setara dari Rawls, 

mereka tidak akan bisa memaksakan prinsip mereka. Justru mereka akan 

berkompromi dengan menyetujui prinsip tersebut supaya prinsip mereka 

terlindungi sebagai bagian dari prinsip Rawls. Selain itu, prinsip Rawls 

pun juga mengutamakan hajat hidup orang banyak bukan hanya satu 

kelompok keagamaan tertentu saja. Dan sebagai landasan negara 

Indonesia, Pancasila akan menjadi dasar bagi kebebasan dan kesetaraan 

serta keterbukaan akan pluralitas (terutama agama)
3
. 

  

  

                                                           
3
 Gusti Menoh, “Keadilan John Rawls dan Pancasila Suatu Upaya Mengatasi Pluralitas 

Agama Demi Eksistensi (Persatuan) Bangsa”, http://gustimenoh.blogspot.com/2011/02/keadilan-

john-rawls-dan-pancasila.html, diakses pada Kamis 14 Juli 2016 

http://gustimenoh.blogspot.com/2011/02/keadilan-john-rawls-dan-pancasila.html
http://gustimenoh.blogspot.com/2011/02/keadilan-john-rawls-dan-pancasila.html
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B. UU No. 1/PNPS/1965 Belum Mengakomodir Keseluruhan 

Nalar Publik Masyarakat Indonesia 

Sebagai konstitusi, UU No. 1/PNPS/1965 yang ditetapkan di 

Indonesia dianggap sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan 

kondisi keamanan negara. Khususnya dalam peraturan perundang-

undangan ini difokuskan sebagai bentuk jaminan kebebasan beragama 

bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Dalam tujuannya, UU ini 

bukanlah untuk intervensi pemerintah/negara terhadap agama, atau aspek-

aspek doktrin agama, atau penafsiran agama, melainkan bertujuan untuk 

memupuk dan melindungi ketentraman beragama. Dengan kata lain, UU 

ini adalah bagian dari upaya negara atau pemerintah untuk mencegah 

terjadinya benturan umat beragama dan memelihara ketentraman serta 

ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan 

pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham 

keagamaan yang menyimpang
4
. 

Belajar dari kasus yang menimpa kelompok Syiah di Dusun 

Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang 

merupakan segelintir contoh kasus pelanggaran kebebasan beragama dan 

berkeyakinan yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Sebelum 

peristiwa puncak tanggal 26 Agustus 2012 yang mengakibatkan 1 orang 

meninggal dunia, di tanggal 29 Desember 2011 telah terjadi penyerangan 

oleh massa di lingkungan pesantren milik warga Syiah. Bahkan beberapa 

                                                           
4
 M. Atho Mudzhar, “Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di 

Indonesia dan Berbagai Negara”, 7 
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hari sebelumnya sudah ada aksi sweeping dan ancaman bagi penganut 

Syiah. Sayangnya, ancaman yang sudah sangat nyata tersebut tidak dapat 

dicegah oleh aparat keamanan
5
. Dan pimpinannya, Tajul Muluk, ditangkap 

dan ditahan atas tuduhan penodaan agama sehingga ia harus menjalani 

hukuman penjara untuk waktu selama 4 tahun.  

Nalar publik sejatinya merupakan gagasan yang ditawarkan John 

Rawls dalam upaya mengakomodir keberagaman yang ada pada suatu 

Negara. Seperti yang tertulis sebelumnya, bahwa terdapat 3 ciri-ciri dari 

konsep nalar publik John Rawls yakni
6
: 

1. Daftar khusus tentang hak-hak dasar, kebebasan, dan peluang 

2. Prioritas bagi tegaknya hak, kebebasan, dan peluang terlebih terhadap 

nilai-nilai umum yang baik dan sebenar-benarnya. 

3. Ukuran-ukuran yang menjamin seluruh warga negara yang memadai 

tujuan dan pemahaman mereka agar kebebasan mereka berjalan 

dengan efektif.   

Dalam suatu tatanan demokrasi konstitusional, menurut Rawls 

nalar publik merupakan bagian penting yang harus ada di dalamnya. 

Karena nalar publik tersebut mengatur keberlangsungan hubungan antara 

masyarakat dengan negara untuk ke depannya. Khususnya di Indonesia, 

sebenarnya terdapat banyak regulasi yang menjamin pemenuhan hak atas 

kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lebih spesifiknya peneliti hanya 

mengambil salah satu regulasi yang telah ditetapkan negara yang banyak 

                                                           
5
 CRCS-UGM, “Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012”, 23 

6
 John Rawls, “The Idea of Public Reason”, The University of Chicago Law Review, Vol. 

64, No. 3 (Summer, 1997), 774 



67 
 

 
 

dikritik oleh orang-orang sebab cukup dilematis dan kontroversial dalam 

penerapannya di Indonesia. Regulasi yang dimaksudkan adalah UU No. 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan 

Agama. Konsekuensinya atas penerapan UU tersebut, kemudian 

dibentuklah BAKORPAKEM untuk mengawal pelaksanaan regulasi 

tersebut. BAKORPAKEM dibentuk pada tahun 1954, memiliki otoritas 

untuk menilai sebuah kelompok minoritas di dalam Islam (aliran 

kepercayaan agama lainnya) yang memiliki ajaran sesat dan menyeret 

kelompok atau individu tersebut ke penjara atas dasar penodaan agama
7
. 

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sering 

digunakan sebagai legitimasi untuk “mengamankan” agama-agama 

“resmi” dari berbagai tindak “penyimpangan”
8
. Artinya bahwa ada 

pelanggaran hak kebebasan beragama melalui tuduhan atas tindak 

penyimpangan tersebut. Dalam suatu artikel, John Rawls pernah 

menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai Overlaping Consensus. 

Maknanya Pancasila yang mana merupakan dasar negara Indonesia telah 

melampaui semua prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Akan tetapi, 

konsensus tersebut bermaksud untuk mempersatukan prinsip-prinsip yang 

berbeda tersebut. Sebagai salah satu konstitusi di Indonesia, seharusnya 

jika memang UU No. 1/PNPS/1965 ini bermaksud sebagai jaminan hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat Indonesia lalu kenapa 

                                                           
7
 Ahmad Taufik, dkk, “Mengurai Persoalan Bangsa 70 Tahun Indonesia Merdeka 

Sebuah Agenda Penyelematan”, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2015), 282 
8
 Fawaizul Umam, “Kala Beragama Tak Lagi Merdeka”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), 3 
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dalam prakteknya justru digunakan untuk menghakimi keyakinan 

kelompok lain. 

Terlebih peneliti menemukan fakta-fakta lain dari diterapkannya 

UU No. 1/PNPS/1965. Salah satunya yakni tumbuhnya regulasi-regulasi 

lain terutama di tingkat daerah yang berlandaskan dari UU No. 

1/PNPS/1965, seperti Pergub No. 55 di Jawa Timur sebagai tindak lanjut 

atas kasus Syi’ah di Sampang,  Perda-Perda Syari’ah yang memicu 

pelanggaran hak-hak sipil
9
 dan lain sebagainya. Setidaknya ada dua 

rekomendasi yang dapat dijadikan opsi terkait penerapan UU No. 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan 

Agama, pertama bahwa UU ini harus diparkir. Caranya yakni dalam 

putusan salinan pada Judicial Review yang dilaksanakan oleh Mahkamah 

Konstitusi disebutkan bahwa UU tersebut perlu direvisi, otomatis ini 

adalah wewenang DPR dan pemerintah. Apabila tidak dijadikan sebagai 

proyek legislasi nasional, maka UU itu tidak direvisi tetapi juga tidak 

dicabut. Ini merupakan penegasan hukum yang dewasa karena tidak 

menyinggung pihak manapun. Kedua, terkait dengan perlindungan hak 

kebebasan beragama dapat mengupayakan payung-payung hukum lain 

yang sudah diratifikasi dan sah untuk diterapkan di Indonesia, misalnya 

Kovenan dan lain sebagainya. 

                                                           
9
 Makalah yang ditulis oleh Ahmad Gaus A.F. yang berjudul “Kebebasan Beragaman dan 

Hak-Hak Minoritas di Indonesia”, 7 

Disampaikan dalam workshop “Promosi Kebebasan Beragaman dan Hak-Hak Minoritas untuk 

Integrasi Sosial” yang dilaksanakan CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerjasama dengan 

Cordaid Belanda, Puncak, Jawa Barat, 5-7 November 2008. 
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Segala pihak mulai dari pemerintah, otoritas keamanan, organisasi-

organisasi keagamaan, hingga masyarakat sipil wajib untuk 

menyelamatkan kehidupan beragama di Indonesia dengan mencapai apa 

yang disebut dengan nalar publik. Artinya selama ini nalar tiap individu-

individu di Indonesia belum diakomodir sebagai bangsa apabila masih saja 

ada pihak yang tidak bebas dalam beragama dan berkeyakinan. Sekalipun 

Pancasila telah dapat dikatakan sebagai overlaping consensus oleh John 

Rawls, akan tetapi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak tersebut 

masih mungkin terjadi. Namun dalam hal lain, hak yang dijamin dalam 

undang-undang dapat kalah oleh kompromi yang dilakukan atas naman 

ketertiban sosial
10

. 

Bangsa Indonesia merupakan negara yang bersistem demokratis 

konstitusional, maka dimungkinkan nalar publik itu termuat pada 

konstitusi yang ada di negara tersebut. Oleh karenanya menurut peneliti, 

maka hal yang diupayakan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah 

bagaimana menjamin hak tersebut dengan konstitusi yang dapat diterima 

oleh masyarakat. Tentunya yang terpenting konstitusi tersebut haruslah 

didasarkan pada nalar publik segenap masyarakat Indonesia. Dan bagi 

pihak Negara, mereka berwenang untuk mengakomodir penyusunan 

konstitusi berdasar nalar publik, dengan syarat Negara harus terlepas dari 

apa yang namanya beban-beban pikiran. Sehingga nalar publik tersebut 

terjaga keasliannya dan menghasilkan kesepekatan umum bersama yang 
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 Samsu Rizal Panggabean, dkk, “Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di 

Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi”, (Yogyakarta: CRCS-UGM, 2014), 66 
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setara. Hal ini ditujukan guna memenuhi hak asasi manusia serta hak 

sebagai warga negara sebagaimana dipahami pada Pasal 29 UUD 1945 

dan Pancasila sebagai landasan negara.  




